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ABSTRAK

Perseroan Terbatas adalah merupakan badan hukum yang didirikan
berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang
seluruhnya terbagi dalam bentuk saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan
dalam Undang-Undang serta peraturan pelaksanaannya. Ketentuan PT telah diatur
dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam
hukum Indonesia berlaku doktrin - doktrin (prinsip) hukum tentang hukum
perusahaan, salah satunya adalah business judgement rule. Dalam doktrin ini direksi
mendapat perlindungan hukum atas putusan bisnis yang telah diambilnya, sehingga ia
tidak perlu bertanggung jawab atas putusannya itu selama ia memiliki iktikad baik,
walaupun putusan bisnisnya tersebut merugikan bagi Perseroan. Ketentuan ini
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 97 ayat (2),
ayat (3) dan ayat (5). Padahal secara struktural, Direksi bertanggung jawab penuh atas
pengurusan Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (1).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih jauh pengertian dan
perbedaan business judgement rule dengan doktrin lainnya serta pandangan hukum
Islam terhadap business judgement rule dalam Perseroan Terbatas.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka yang bersifat deskriptif analitis
dengan menggunakan pendekatan yuridis. Maksudnya dalam penelitian ini disamping
menjelaskan bagaimana penerapan business judgement rule dalam Perseroan,
penelitian ini juga memaparkan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap
business judgement rule.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah, business judgement rule merupakan
doktrin yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Hal ini dikarenakan padasarnya
Direksi harus bertanggung jawab atas semua keputusan bisnis yang telah
dilakukannya. Sebab tugas Direksi sebagai profesional adalah menjalankan amanah
yang telah diberikan oleh Pemegang Saham, sehingga resiko bisnis yang diakibatkan
karena keputusannya adalah merupakan tanggung jawab yang harus di emban oleh
Direksi.
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MOTTO

penily L Vs iy S i Lo i Y ) )

Sesungguhnya allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga
mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri
(ar-Ra’du (13): 11)
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Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan
kesanggupannya. la mendapatkan pahala (dari kebajikan) yang
diusahakannya dan ia mendapatkan siksa (dari kejahatan) yang

dikerjakannya (Q.S. al-Baqarah (2): 286)
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata Latin yang dipakai dalam
penyusunan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri
Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I.Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
J alif tidak dilambangnka tidak dilambangkan
- ba’ b be
<G ta’ t te
< sa’ S es (dengan titik di atas)
& jim ] je
h5 b ha (dengan titik di
< 1 bawah)
z kha’ kh ka dan ha
3 dal d de
3 zal 7 zet (dengan titik di atas)
ra’ r er
D) zai V4 zet
s sin S es
U sin Sy es dan ye
- es (dengan titik di
o= 3a 3 bawah)
. _ de (dengan titik di
o= gad d bawah)
BN ta’ t te (dengan titik di bawah)
~ zet (dengan titik di
L za’ z
bawah)
& ‘ain ¢ koma terbalik di atas
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a gain g ge
«a fa’ f ef
K qaf q qi
& kaf k ka
J lam ] ‘el
2 mim m ‘em
8 nun n ‘en
wawu W w
° ha’ h ha
3 hamzah ¢ apostrof
S ya’ y ye

II.Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

A ditulis sunnah

Y ditulis ‘illah

I1.Ta’ Marbutah di akhir kata

a.Bila dimatikan ditulis dengan /

37 Lal) ditulis al-Ma’idah

Dl ditulis islamiyyah

(Ketentuan in£ tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke
dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila
dikehendaki lafal aslinya).

b.Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah,

maka ditulis dengan 4.

Al 43 jlaal) ditulis muqaranah al-mazahib
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IV.Vokal Pendek

| D fathah ditulis a
2. ———— kasrah ditulis 1
3. e dammah ditulis u
V.Vokal Panjang
1. fathah + alif ditulis a
Ol ditulis Istihsan
2. fathah + ya' mati ditulis a
sl ditulis unsa
3. kasrah + ya’ mati ditulis i
W ditulis al- ‘Alwani
4. dammah + wawu mati ditulis u
s ditulis ‘ulum
VI.Vokal Rangkap
1. fathah + ya’ mati ditulis ai
pA nc ditulis gairihim
2. fathah + wawu mati ditulis au
Jga ditulis qaul

VIl.Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof
Al ditulis a’antum
Sael ditulis u’iddat
A5 S Al ditulis la’in syakartum

VIII.Kata Sandang Alif +Lam

a.Bila diikuti huruf Qamariyyah
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ol ditulis al-Qur’an

ekl ditulis al-Qiyas

b.Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf
Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nya.

) ditulis ar-Risalah

el ditulis an-Nisa’

IX.Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

=N ditulis ahl al-Ra’yi

Al Jal ditulis ahl al-Sunnah

13



DAFTAR ISI

Halaman
HALAMAN JUDUL ....ooiiiiiiiiteeeeeeeeee ettt i
ABSTRAK ..ttt sttt ettt st il
HALAMAN NOTA DINAS ...ttt il
HALAMAN PENGESAHAN ..ottt v
HALAMAN MOTTO ..ottt sttt ae st ens vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....cccooiiiiiiieieee ettt vii
KATA PENGANTAR ..ottt sttt viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN ..o X
DAFTAR ISI.............. RN AN .................ooooevmeennenenrenne XV
BAB I PENDAHULUAN .....cceouiiiiieieieiesestestesieeneenteeessensessesseseessessesaeeneenseens 1
A. Latar Belakang Masalah ...........cccccooveiiieiiiiiiiiieeicceceeee e 1
B. Pokok Masalah .........ccccoiiiiiiiiiiiiiie e 8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ...........cccccooeveeiiiiniiienieniieieeieeiene, 9
D. TelgghRubthkal SL.ANMUE... - LINIVERSELEY i 9
E. K&agekaQegrelid N .... BN . AA L. LB AA. .40 oo 15
F. McddefPehelffiap . N.... ... BL... A .. AL .. B Aeeeeeneeccenenns 18
G. Sistematika Pembahasan ............ccccoeciriiiiniiniiniiiccee e 21
BAB II PERSEROAN TERBATAS DALAM PANDANGAN
HUKUM ISLAM ...ttt 23
A. Kesamaan PT dalam Undang-Undang Nomor 40 Thun 2007
dengan Syirkah dalam Fikih Islam ..........ccccoccooviiniiiiiiniiiicieeees 23

XV



B. Bentuk PT dalam Fikih ISIami.......eueeeeeeeeeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees 35

BAB Il GAMBARAN UMUM BUSINESS JUDGEMENT RULE ................... 40
A. Pengertian Business Judgement Rule ................ccocceeveuveeeeecreencuneeennne. 40
B. Perbedaan Business Judgement Rule dengan Prinsip Lainnya............. 43
C. Implikasi Business Judgement Rule dalam PT..............c.cceevvrennnnne. 65

BAB IV PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN

BUSINESS JUDGEMENT RULE DALAM PERSEROAN ................ 71

A. Konsep Tanggung Jawab dalam Islam...............cccccoeviiiiiinieniienenne, 71

B. Business Judgement Rule dalam Pandangan Hukum Islam ................ 76

BAB V PENUTUP ... . B N0 S DA B B .. ...........ooovreierenienaneroneens 82

A. Kesimpulan S, A ... 82

B. Sarani. . S ... ... OSSR . ..................... 84

DAFTAR PUSTAKA ...ttt sttt ste st sttt steeveenaee s 85
LAMPIRAN

I. Daftar Terjemahan
II. Biografi Ulama dan Sarjana Muslim

III. Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007

Xvi



BAB1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum yang merupakan
persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha
dengan modal dasar yang seluruhnya ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta
praturan pelaksanaanya.' Definisi diatas menjelaskan bahwa PT secara yuridis
memiliki hak, kewajiban dan kekayaan tersendiri.’ Artinya PT sebagai badan
hukum memiliki keterpisahan hak, kewajiban serta harta kekayaan (modal) dari
pendiri dan pemegang saham. Jika sebuah PT melakukan suatu perbuatan hukum
dengan pihak lain, maka hak tanggung jawab terhadap kegiatan tersebut adalah
PT itu sendiri bukan pendiri ataupun pemegang saham, walaupun pada dasarnya
bentuk tanggung jawab PT adalah sebatas harta benda yang dimiliki oleh PT
tersebut.

Ketentuan harta benda pendiri atau pemegang saham dalam kaitannya
dengan PT, terdapat ketentuan yuridis bahwa harta pendiri tidak dapat disita atau
digugat sebagai beban tanggung jawab kerugian PT dikarenakan telah terpisahnya

harta pribadi dengan harta perusahaan.® Bahkan bila terjadi kasus kerugian yang

! Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 ayat (1).

? Dahlan dan Sanusi Bintang, Pokok-pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis (Bandung : PT
Citra Aditya Bakti, 2000), hlm.33.

* C.S.T. Kansil, Pengantarllmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia ( Jakarta : Balai
Pustaka, 1989), him. 118.



mengakibatkan pailit pada PT, maka sebagai acuan atau standar kepailitan
tersebut adalah harta atau modal yang terdapat dalam PT.

Secara umum PT telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1995 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang
Perseroan Terbatas. Mekanisme mendirikan sebuah PT diatur secara ekplisit
dalam Undang-Undang tersebut diantaranya adalah,® aturan sdalam mendirikan
PT hendaknya didirikan oleh dua orang atau lebih disertai dengan akta notaris
yang dibuat dengan bahasa Indonesia.” Pengesahan pendirian sebuah PT, melalui
para pendirinya ataupun memberikan kuasa kepada notaris, PT mengajukan
permohonan secara tertulis dengan melampirkan akta pendirian kepada Menteri.°
Adapun keputusan permohonan pendirian tersebut diterima atau ditolak, akan
disampaikan secara tertulis oleh Menteri kepada PT disertai alasan-alasannya.’
Secara tekhnis setelah pendirian PT disahkan, Direksi sebagai penanggung jawab
penuh atas PT diwajibkan untuk mendaftarkan perusahaan.® Pendirian PT yang
telah terdaftar akan diumumkan dalam tambahan berita Negara Republik
Indonesia.

Sebagai badan hukum, PT tidak dapat bertindak hukum sendiri. Dalam

melakukan perannya sebagai badan hukum dan sebagai organisasi perusahaan,

4 Pasal 7 - Pasal 14.
° Pasal 7 ayat (1).

% Menteri yang dimaksud disini adalah Menteri Hukum dan HAM sebagaimana ketentuan
yang diatur dalam Pasal 1 ayat 16.

" Pasal 10 ayat (4).

$ Jamal Wiwoho, Pengantar Hukum Bisnis (Surakarta : Sebelas Maret Universitas Press,
2007), hlm. 46.



terdapat tiga organ penting yang memiliki fungsi dan wewenang tersendiri. Tiga
organ tersebut diantaranya adalah, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS),
Dewan Komisaris dan Direksi.” Wewenang dan tugas dari ketiga organ tersebut
adalah, pertama RUPS merupakan organ tertinggi dalam PT yang memiliki fungsi
dan wewenang lebih luas dari Direksi dan Dewan Komisaris, fungsi dan
wewenang RUPS telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.
Salah satu fungsi RUPS adalah mengangkat serta memberhentikan Direksi dan
Dewan Komisaris dalam struktur PT, artinya keberlangsungan kepengurusan
Direksi dan Dewan Komisaris tergantung dari hasil keputusan RUPS. Selain itu
fungsi RUPS adalah meminta keterangan dari Direksi dan Dewan Komisaris serta
menerima laporan kerja ataupun laporan perusahaan dari Direksi dan Komisaris
dalam bentuk berkala. Kedua fungsi Dewan Komisaris atau Komisaris dalam PT
adalah mengawasi setiap kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan Perseroan dan
memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan tugas serta kebijakannya
di dalam Perseroan.'® Secara struktural Komisaris memiliki kedudukan dan
tanggung jawab yang sama dengan Direksi di dalam Undang-Undang, yaitu harus
bertanggung jawab baik di dalam maupun di luar pengadilan. Konsekuensinya
adalah bila Komisaris melakukan kesalahan ataupun kelalaian dalam menjalankan
tugasnya, maka Komisaris dapat dimintai pertanggungjawaban baik di dalam
maupun di luar pengadilan oleh RUPS. Ketiga Direksi adalah merupakan organ

operasional perusahaan yang memiliki tanggung jawab lebih besar dibandingkan

® Abdul R. Saliman dkk, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori & Contoh Kasus
( Jakarta : Kencana, 2007), him. 117.

' Gunawan Widjaja, Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis Persekutuan Perdata, Persekutuan
Firma, dan Persekutuan Komanditer ( Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 76.



kedua organ lainnya, karena Direksi memiliki tanggung jawab dalam operasional
serta manajerial Perseroan. Disamping sebagai organ yang bertanggung jawab
penuh atas keberlangsungan PT, Direksi juga bertanggung jawab penuh untuk
mewakili PT baik di dalam maupun di luar pengadilan.'' Akan tetapi wewenang
Direksi ini menjadi batal jika perkara di pengadilan tersebut adalah merupakan
benturan kepentingan antara Anggota Direksi dengan Perseroan atau Anggota
Direksi dengan RUPS atau pemegang saham. '

Wewenang dan tugas Direksi dalam PT, telah diatur di dalam Undang-
Undang dan AD/ART PT . Jika Direksi dalam kinerjanya telah melampui
wewenang atau tugas yang di tentukan oleh Undang-Undang dan AD/ART
Perseroan, maka pihak PT tidak bertanggung jawab atas kinerjanya tersebut.
Artinya Direksi secara pribadi harus bertanggung jawab atas semua kinerjanya itu.
Undang-Undang dan tujuan PT memiliki ketentuan bahwa, tugas utama Direksi
adalah bekerja sesuai dengan tujuan PT yang di dasari atas iktikad baik demi
kepentingan Perseroan.”” Lalu bagaimana jika wewenang dan tugas yang
diberikan kepada Direksi tersebut mengakibatkan kerugian terhadap PT, dalam
masalah ini berlaku beberapa ketentuan. Jika kerugian PT tersebut merupakan
akibat resiko dalam bisnis, maka kerugian tersebut menjadi tanggung jawab

Perseroan. Akan tetapi jika kerugian tersebut di akibatkan karena terdapat

! Pasal 98 ayat (1)
12 Pasal 99

1 Gunawan Widjaja, Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis Persekutuan Perdata, Persekutuan
Firma, dan Persekutuan Komanditer, hlm. 66



benturan kepentingan ataupun karena kelalaian Direksi dalam menjalankan
tugasnya, maka secara yuridis risiko PT menjadi tanggung jawab Direksi."*

Menanggapi masalah tanggung jawab Direksi tersebut diatatas, dalam
ketentuan hukum Perseroan tedapat beberapa prinsip-prinsip (doktrin) yang
mengatur tanggung jawab tersebut. Salah satu dari prinsip tersebut adalah
business judgment rule, dalam prinsip ini Direksi tidak perlu bertanggung jawab
atas kerugian yang diakibatkan dari kesalahannya dalam membuat sebuah
keputusan (eror judgment). Alasan prinsip ini adalah bahwa kerugian yang
ditanggung oleh PT merupakan salah satu bentuk risiko dalam sebuah bisnis,
sehingga kerugian PT yang diakibatkan karena kesalahan Direksi dalam membuat
sebuah putusan tersebut dianggap sebagai resiko dalam bisnis. Lalu bagaimana
dengan prinsip-prinsip lainnya yang menekankan bahwa Direksi bertanggung
jawab penuh serta wajib berhati-hati atas kinerjanya dalam perusahaan. Dari
penekanan prinsip-prinsip tersebut, apakah prinsip-prinsip tersebut tidak
bertentangan dengan business judgement rule.

Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi nilai keadilan khususnya
dalam masalah muamalah (hubungan manusia atau interaksi sosial), Islam tidak
membenarkan seseorang melakukan eksploitasi dan intimidasi kapada orang lain
dalam masalah apapun.” Islam memiliki prinsip bahwa semua manusia pada
dasarnya adalah bersaudara, sehingga di sini berlaku prinsip saling menghargai

dan menghormati hak asasi masing-masing individu." Keadilan ini

1 Pasal 104 ayat (4)

'S Umer Chapra, Islam Dan Pembangunan Ekonomi,alih bahasa Ikhwan Abidin Basri
( Yogyakarta : Gema Insani Press dan Tazkia Institute, 200), him.8.

16 Al-Hujrat (26) : 42



diinterpretasikan oleh manusia dalam bentuk tanggung jawab, khususnya
tanggung jawab personal dalam perannya sebagai manusia.

Sejak awal penciptaan, manusia memiliki tanggung jawab atas komitmen
pengabdiannya kepada Allah SWT. Bahkan tujuan penciptaan manusia sendiri
pada dasarnya adalah untuk menjadi abdi Allah SWT, sehingga manusia
bertanggung jawab atas pengabdiannya itu kepada Allah SWT secara pribadi."”
Secara umum tanggung jawab personal ini dibedakan menjadi tanggung jawab
Ilahiyah dan tanggung jawab Insaniyah. Tanggung jawab [lahiyah adalah
tanggung jawab personal manusia kepada tuhannya dalam menjalankan tugasnya
sebagai hamba, sedangkan tanggung jawab Insaniyah adalah tanggungjawab
personal manusia dalam fungsinya sebagai makhluk sosial."® Sehingga perbuatan
maupun pertimbangan manusia dalam menjalankan hidupnya, memiliki
konsekuensi dan tanggung jawab secara pribadi baik kepada lingkungan sosialnya
maupun kepada tuhannya.

Secara umum tugas kekhalifahan manusia adalah mewujudkan
kemakmuran dan kesejahteraan dalam hidup dan kehidupan,” serta tugas
pengabdian atau ibadah dalam arti luas. Untuk menunaikan tugas tersebut, Allah

SWT memberikan manusia dua anugrah nikmat utama, yaitu sistem kehidupan

17 Adz-Dzariyat (27) : 56
'8 Nurcholis Madjid, Islam Doktrin Dan Peradaban Sebuah Telaah Kritis Tentang
Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemoderenan ( Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina,

1992), him. 58

1 Al-An’am (8) : 165



(manhaj al-hayat) dan sarana kehidupan (wasilah al-hayat).® Sistem khidupan
adalah seluruh aturan kehidupan manusia yang bersumber pada Alquran dan
Sunah Rasulullah. Aturan tersebut berbentuk keharusan melakukan atau
sebaiknya melakukan sesuatu, juga dalam bentuk larangan melakukan atau
sebaiknya meninggalkan sesuatu. Atauran tersebut dikenal sebagai hukum lima
yaitu wajib, sunah, mubah, makruh dan haram. Aturan-aturan tersebut dimaksud
untuk menjamin keselamatan agama, keselamatan diri (jiwa raga), keselamatan
akal, keselamatan harta benda, maupun keselamatan nasab keturunan.

Alquran dan Sunah Rasulullah adalah sebagai pedoman dan sebagai
sumber hukum dalam Islam. Dalam menanggapi permasalahan yang menyangkut
apapun khususnya yang menyangkut hubungan manusia, dapat dikembalikan
kepada Alquran dan Sunah Rasulullah . Lalu bagaimana bila tidak ditemukan
jawaban atau dalil dari permasalahan tersebut, maka dalam masalah ini Islam
menganjurkan untuk dikembalikan kepada Ulama yang kompeten dalam ilmunya
dan Ulil amri.*!

Islam mengajarkan kepada manusia untuk berlaku adil dalam perannya
sebagai apapun. Sebagai salah satu prinsip dalam Ekonomi Islam, keadilan
menjadi dasar dalam menciptakan kesejahteraan umat khususnya menyangkut
hubungan antar manusia. Sebagai salah satu contoh bentuk keadilan dalam Islam

adalah mengenai haramnya melakukan riba, karena dalam riba mengandung unsur

2 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syarah dari Teori ke Peraktik (Jakarta : Gema
Insani dan Tazkia Cendikia, 2001), hlm. 7.

2! Abdul Mannan, Teori Dan Peraltek Ekonomi Islam ( Yogyakarta: PT Bhakti Prima
Yasa, 1997), him. 30.



kedzaliman.”> Islam juga melarang melakukan bisnis yang di dalamnya
mengandung unsur penipuan (gharar), sebab bisnis yang mengandung unsur
gharar dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Begitupun dalam praktek
Muamalah lainnya yang mengandung kebohongan serta spekulasi (ijon), semua
ini dilarang disebabkan mengandung kedzoliman dan ketidakpastian yang
berakibat merugikan salah satu pihak. Tidak terlepas dari prinsip keadilan,
kemudian bagaimana hukum Islam menanggapi Prinsip business judgement rule
yang melimpahkan tanggungjawab Direksi pada Perseroan, apakah prinsip ini
dapat dikategorikan sebagai prinsip keadilan yang sesuai dengan prinsip hukum

Islam yang mengutamakan kemaslahatan umat.

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka dapat dirumuskan
permasalahan
1. Bagaimana penerapan Business Judgement Rule dalam PT ?
2. Apa perbedaan mendasar antara prinsip business judgement rule dengan
prinsip lainnya yang telah diterapkan dalam Perseroan Terbatas ?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penerapan business
judgement rule dalam Perseroan Terbatas ?

C. Tujuan Dan Kegunaan

2 Abdul Futuh Sabri, Sukses Bisnis Berkat Wasiat Nabi (Jakarta: Pustaka Al-kaustar,
2007), him.30.



1. Tujuan penelitian ini adalah :

a. Untuk menjelaskan bagaimana pengertian dan penerapan business
judgement rule dalam Perseroan Terbatas.

b. Untuk menjelaskan perbedaan prinsip business judgement rule dengan
prinsip lainnya yang telah diterapkan di dalam Perseroan Terbatas.

c. Untuk menjelaskan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap
penerapan prinsip business judgement rule dalam Perseroan Terbatas.

2. Kegunaan penelitian ini adalah :

a. Secara akademis, mampu memberikan sumbangsih dalam khasanah
keilmuan hususnya dalam bidang Muamalah.

b. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konkrit
sebagai acuan dan referensi bagi peneliti lain yang memperdalam

Muamalah.

D. Telaah Pustaka

Dari penelaahan dan penelitian  berbagai literatur yang sudah ada,
penyususn belum mengetahui dan menemukan literatur yang membahas secara
spesifik mengenai pandangan hukum Islam terhadap business judgement rule
dalam Perseroan Terbatas. Walau banyak literatur baik dalam bentuk buku,
makalah, hasil penelitian ataupun karya ilmiah lainnya yang membahas masalah
tersebut, dalam pembahasannya lebih cenderung pada aplikasi business judgemen

rule dalam Perseroan secara umum serta merelevansikan eksistensinya di dalam
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UUPT No. 1 Tahun 1995 yang sekarang dirubah menjadi UUPT Nomor 40 Tahun
2007.

Terdapat beberapa karya ilmiah yang membahas masalah business
judgement rule dalam Perseroan Terbatas. Di antaranya adalah karya Erman
Rajagukguk,” yang mambahas Pengertian Keuangan Negara dan Kerugian
Negara. Dalam makalah ini penulis menjelaskan bahwa, negara sebagai
pemegang saham dapat menggugat individu Komisaris atau Direksi karena
keputusan mereka dianggap merugikan. Sebagaimana telah tercantum dalam
Undang-Undang Nomorl Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas Pasal 98 ayat
(2), Pasal 54 ayat (2) dan Pasal 85 ayat (3),”* mengajukan permohonan atau
gugatan adalah merupakan hak pemegang saham walaupun dalam hukum
perusahaan berlaku doktrin business judgement rule yang melindungi Direksi
yang beriktikad baik. Makalah ini lebih terfokus pada pembahasan setatus
kekayaan PT. Persero dan Perum, yang pada kesimpulannya penulis lebih

cendenrung pada milik badan hukum PT.

2 Erman Rajagukguk, “Pengertian Keuangan Negara dan Kerugian Negara,” Makalah
ini disampaikan pada acara, Peran BUMN Dalam Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi Nasional,
Jakarta, 12-13 April 2007.
www 1.bumn.go.id/download.php?
fn=RAKRBUMNKeuangan dan Kerugian Negara Erman.pdf. diakses pada tanggal 4 Februari
2008.

# Sekarang menjadi UUPT No. 40 Tahun 2007 Pasal 114 ayat (6), Pasal 61 dan Pasal 97
ayat (6).
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Dalam makalahnya Bismar Nasution® yang membahas
Pertanggungjawaban Direksi dalam Pengelolaan Perseroan. Ia memaparkan
bahwa business judgement rule adalah merupakan doktrin yang melindungi
Direksi dari tanggung jawab atas putusan-putusan yang telah mereka ambil.
Apabila Direksi-direksi dalam pelaksanaan tanggung jawabnya diberikan mandat
atas perlindungan tersebut, maka pengadilan tidak boleh mencampuri hal tersebut
atau memberikan pendapat lain atas keputusan Direksi. Sebaliknya jika Direksi
tidak di beri mandat atas perlindungan business jugdment rule maka pengadilan
wajib memeriksa keputusan-keputusan tersebut apakah perilaku Direksi memang
untuk kepentingan perusahaan dan dengan itikad baik serta memperhatikan
pemegang saham minoritas perusahaan. Setidaknya terdapat tiga ukuran untuk
memutuskan apakah suatu kerugian tidak disebabkan oleh keputusan bisnis
(business judgment) yang tidak tepat sehingga dapat menghindar dari pelanggaran
prinsip duty of care. Pertama, memiliki informasi tentang masalah yang akan
diputuskan dan percaya bahwa informasi tersebut benar. Kedua, tidak memiliki
kepentingan dengan keputusan dan memutuskan dengan itikad baik. Ketiga,
memiliki dasar rasional untuk mempercayai bahwa keputusan yang diambil
adalah yang terbaik bagi perusahaan.

Gunawan Widjaja dalam Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan

Perseroan, ia menjelasakan bahwa dalam konsep business judgement rule seorang

 Bismar Nasution, “Pertanggung Jawaban Direksi Dalam Pengelolaan Perseroan,”
Makalah ini disampaikan pada Seminar Nasional Sehari dalam rangka menciptakan Good
Corporate Governance pada sistem pengelolaan dan pembinaan PT (Persero) BUMN dengan tema
“ Optimalisasi Sistem Pengelolaan, Pengawasan, Pembinaan dan Pertanggung Jawaban
Keberadaan PT (Persero) di Lingkungan BUMN Ditinjau Dari Aspek Hukum Dan transparansi”,
Hotel Borobudur Jakarta, 8 Maret 2007.

http://bismarnasty.files.worldpress.com/2007.06/seminarbjr-isi-hotel borobudur.pdf. di akses pada
tanggal 4 Februari 2008
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Direksi tidak dengan mudah dianggap telah melakukan pelanggaran atas duty of
care and skill selama dalam mengambil tindakannya tersebut didasarkan pada
iktikad baik. Kecuali terdapat kecurangan (fraud), benturan kepentingan (conflict
of interest), atau perbuatan melawan hukum (illegality), dalam masalah ini
berlaku konsep kesalahan yang disengaja atau gross negligence. Dengan konsep
demikian maka, tidak semua kepailitan akan membawa Direksi pada
pertanggungjawaban yang ditentukan dalam UUPT Pasal 90 ayat (2) ( sekarang
Pasal 104 ayat (2)), melainkan hanya kerugian yang disebabkan karena kesalahan
Direksi atau akibat dari gross negligence, fraud, conflict of interest atau illegality
yang memungkinkan Direksi bertanggung jawab secara pribadi. Tindakan Direksi
yang dengan sengaja tidak membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo
sehingga menyebabkan Perseroan dimohonkan kepailitan dan pada akhirnya jatuh
berada dalam keadaan pailit, berdasarkan keputusan pengadilan jelas dapat
dianggap sebagai pelanggaran terhadap business judgement rule.”

Munir Fuady dalam Doktin-doktrin Modern dalam Corporate Law dan
Eksistensinya dalam Hukum Indonesia, membahas bahwa dalam penerapan
business judgement rule terdapat pengecualian pemberlakuan ataupun penerapan
prinsipnya lebih rileks. Sehingga konsekuensinya pengadilan akan lebih besar
diskresinya atau lebih cenderung memvonis bersalahnya pihak Direksi jika terjadi
kerugian. Direksi yang akan dimintakan tanggung jawabnya lebih besar tersebut
diantaranya adalah Direksi Bank, Direksi perusahaan trust, Direksi perusahaan

asuransi, Direksi perusahaan pengelolaan dana seperti mutual punds dan Direksi

* Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan
Perseroan ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), him. 152-153
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perusahaan publik/ perusahaan terbuka. Alasan kenapa harus dibedakan dalam
pemeberlakuan business judgement rule disini adalah karena perusahaan tempat
mereka kerja merupakan perusahaan pengelola dana masyarakat yang dituntut
lebih bijaksana dan kehati-hatian yang tinggi dan putusan yang lebih akurat dan
tepat. Disamping itu direksi tersebut merupakan tenaga professional dengan latar
belakang, pengalaman dan pendidikan yang baik dan tingkat gaji yang tinggi,
serta merupakan direksi yang bekerja full time untuk perusahaan.”’

Hasil penelitian yang ditulis oleh Alfi Syahri, berkaitan dengan aspek etika
dalam bisnis. Dalam sekripsinya dipaparkan secara umum tentang tanggung
jawab  sosial  sebuah  perusahaan, bagaimana  seharusnya  bentuk
pertanggungjawaban perusahaan terhadap lingkungan sekitarnya dibahas disini.
Jika dikaitkan dengan business judgement rule, tanggung jawab sosial merupakan
salah satu aspek yang harus dilakukan oleh PT khususnya PT yang menjalankan
usahanya dalam bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam. Jika hal ini
tidak dilakukan oleh PT, maka Direksi sebagai pananggung jawab atas
operasional PT harus bertanggung jawab atas kerugian sosial dan lingkungan
yang disebabkan oleh PT.**

Hari Suandi ia menjelaskan sedikit mengenai tanggung jawab BRI Syariah
dalam penerapan good Corporate Governance (GCG). Bentuk tanggung jawab
yang harus di laksanakan oleh BRI Syariah adalah dengan melaksanakan

peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah serta melaksanakan

7 Munir Fuady, Doktrin-doktrin dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum
Indonesia (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002).,hlm. 203-204

8 Alfi Syahri, “ Etika Bisnis Islam (Membangun Tanggung Jawab Sosial dalam Dunia
Bisnis),” Sekripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1999).
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tanggung jawab kepada lingkungan masyarakat sekitar sebagai bagian dari
stakeholder. *

Widha Khalidah sedikit berbicara tentang akuntabilitas karyawan di BRI
Syariah Cabang Yogyakarta dan Cirebon. Dalam sekripsinya dijelaskan
bahwasannya motivasi kerja sangat berpengaruh terhadap kepuasan kerja
karyawan pada BRI Syariah tersebut. Aspek tanggung jwab Direksi mengenai
pengambilan keputusan dalam perusahaan belum disinggung disini.*’

Dari hasil penelitian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa
pembahasan mengenai business judgeent rule pada karya-karya sebelumnya lebih
memfokuskan pada pengertian, aplikasi dan eksistensinya dalam hukum
Indonesia. Sehingga pembahsan business judgement rule terkesan lebih umum,
adapun yang lebih sepesifik dalam pembahasan tersebut lebih merelevansikannya
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan terbatas atau
sekarang menjadi UU No. 40 Tahun 2007 . Dalam sekripsi ini penyususn akan
membahas business judgement rule secara spesifik dalam kaitannya dengan
hukum Islam, sehingga dapat ditarik kesimpulan apakah business judgement rule
sesuai dengan hukum Islam atau tidak.

D. Kerangka Teoretik

¥ Hari Suandi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Good Corporate
Governance (GCG) dalam Bank Syariah Cabang(Studi Kasus di Bank Rakyat Indonesia Syariah
Cabang yogyakarta),” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
(2007).

% Widha Khalidah, “Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan di
BRI Syariah Cabang Yogyakarta dan BRI Syariah Cabang Cirebon,” Skripsi tidak diterbitkan,
Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006)
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Penetapan hukum untuk menanggapi permasalahan ekonomi yang lebih
komplek, tentunya harus dilakukan dengan metode yang lebih baik. hukum Islam
sendiri menganjurkan kepada umat Islam, dalam menanggapi permasalahan yang
lebih sulit tentunya harus dikembalikan pada Alquran dan Hadis. Sebab Alquran
dan Hadis merupakan sumber hukum utama dalam hukum Islam. Akan tetapi bila
dalam Alquran dan Hadis tidak ditemukan dalil yang membahas permasalahan
tersebut, maka alternatif yang harus diambil adalah melalui jalan ijtihad.

Secara definitif ijtthad adalah mencurahkan daya kemampuan untuk
menghasilkan hukum syara’ dari dalil-dalil syara’ secara terperinci yang bersifat
operasional dengan cara istimbat ( mengambil kesimpulan hukum).*' Ijtihad juga
adalah sebagai perincian ajaran Islam yang bersumber dari Alquran dan Hadis
yang bersifat umum, sedangkan orang yang memenuhi persyaratan untuk
melakukan perincian hukum dari ayat Alquran dan Hadis yang bersifat umum
disebut mujtahid. Dasar hukum mengenai pengambilan hukum dengan cara
berijtihad ini sebagaimana telah disabdakan oleh Rasulullah SAW ketika melantik

Mu’adz bin Jabal sebagai Gubernur Yaman :*

€l (S 1 el ) 13lae Cany ales s ayle ) a ) Jsm

ey i 1 JB €40 IS 3 (5 alle 1 J8 il S 3 Loy il Ol

3! Heri Sudarsono, Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar, cet. Ke-1 (Yogyakarta:
Ekonisia, 2002),hlm. 42.

32 Berkata Hannad, berkata Waki’ dari Syu’bah, dari Abi A’un, dari al-Haris bin A’mru,
dari para sahabat laki-laki Mua’z dari mua’z. Muhammad Nasiruddin al-Albani, Da’ifu sunani at-
Turmuzi ( Bairut: al-Maktab al-Islami, 1991), hlm. 153.
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Dalam melakukan ijtihad terdapat beberapa cara yang bisa dilakukan
sebagai dalil, diantaranya adalah jjma’, giyas, istihsan, maslahat mursalah, ‘urf
syar’u man qablana, istishhab dan saddudz-dzara’i. Dari sekian banyak cara
ijtihadi dalam menetapkan sebuah hukum, maslahat mursalah merupakan salah
satu metode ijtihad yang lebih tepat dalam menanggapi permasalahan baru yang
belum terdapat dalil sebelumnya. Maslahat mursalah adalah kemaslahatan yang
tidak disinggung oleh syara’ dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh
untuk mengerjakan ataupun meninggalkannya, sedangkan jika dikerjakan akan
mendatangkan kebaikan yang besar atau kemaslahatan. Maslahat mursalah yang
dapat diterima (mu’tabarah) adalah maslahat yang hakiki yang meliputi maqasid
asy-syari’ah yang ad-durariah. Diantaranya adalah memelihara agama (hifz ad-
din), memelihara jiwa (hifz an-nafs), memelihara akal (hifz al-‘aql), memelihara
keluarga dan keturunan (hifz an-nasl) dan memelihara harta benda (hifz al-mal).®

Dalam menanggapi masalah business judgement rule dalam PT, tentunya
harus dikembalikan pada hukum PT dalam Islam. Secara umum PT memiliki
kesamaan mendasar dengan syirkah, yaitu merupakan kerjasama dalam modal dan
usaha. Sebagian ulama Islam mengkatagorikan PT pada perpaduan antara syirkah

al-‘inan dengan mudarabah.** Artinya secara sistem PT memiliki kesamaan

33 Abu Ishaq Ibrahim al-Lakmani al-Qirnati asy-Syatibi, al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam,
cet. ke-3 (Bairut: Dar al-Ma’rifah, 1997), I: 324.

¥ Umer Chapra, Alqur’an Menuju Sistem Moneter Yang Adil, alih bahasa Lukman Hakim
( yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1997), him. 240
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dengan syirkah al-‘inan, sedangkan secara operasonal PT memiliki kesamaan
operasional dengan mudarabah. Syirkah al-‘inan adalah kerjasama antara dua
orang atau lebih yang masing-masing pihak mengikutkan modal kedalam
syarikah dan sekaligus menjadi pengelolanya. Keuntungan yang diperoleh akan
dibagi berdasarkan kesepakatan yang besarannya bisa sama atau berbeda,
sedangkan kerugian akan dibagi sesuai dengan porsi modal.’ Adapun mudarabah
adalah perjanjian dua orang atau lebih dimana satu pihak pemilik modal (sahib al-
mal) mepercayakan sejumlah dana kepada pihak lain yaitu pengusaha (mudarib)
untuk menjalankan suatu usaha.’® Atau akad mudarabah adalah persetujuan kongsi
antara harta dari salah satu pihak dan kerja dari pihak lainnya.”” Pembagian
keuntungan diantara dua pihak tentunya dibagi secara profesional, artinya
pembagian keuntungan disesuaikan dengan akad yang telah disepakati. Adapun
dalam masalah kerugian sahib al-mal tidak bertanggung jawab atas kerugian
diluar modal yang diberikan, sedangkan mudarib tidak turut menggung kerugian
kecuali kerugian waktu dan tenaga.*®

Dengan mengetahui pembahsan PT dalam Islam, maka akan ditarik
kesimpulan bagaimana tanggapan hukum Islam terhadap business judgement rule

dalam PT. Tentunya dengan mengunakan metode ijtihadi yang lebih

% Muhammad Ismail Yusanto dan Mauhammad Karebet Widjajakusuma, Menggagas
Bisnis Islami, cet, ke-5 (Jakarta: Gema Insani, 2006), him. 127.

3 Latifa M. Algaoud dan Mervyn K. Lewis, Perbankan Syariah Prinsip, Peraktek, dan
Prospek,alih bahasa Burhan Wirasubrata, cet. Ke-2 ( Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2004),
hlm. 66.

7 Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Figih dan Keuangan (Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2004), him. 205

¥ Ibid.,hlm. 210
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mempertimbangkan sejauhmana manfaat dan kemadharatannya. Selain itu yang
menjadi prioritas adalah, pertimbangan bagaiana implikasi positif terhadap

perseroan menyangkut penerapan business judgement rule.

E. Metode Penelitian

Agar penelitian ini dapat dilakukan dengan baik dan mendapatkan hasil
yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan intelektual,
maka diperlukan suatu metode penelitian. Adapun metode penelitian yang akan
digunakan dalam penelitian ini adalah segai berikut.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian pustaka (library
research), yaitu penelitian dilakukan dengan menelaah bahan-bahan pustaka, baik
berupa buku-buku, jurnal, majalah dan media online serta sumber lainnya yang
relevan dengan permasalahan yang sedang dikaji.*’

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Deskriptif dalam arti
menggambarkan secara tepat dan mendasar tentang sebab akibat, yaitu dengan
cara menganalisa faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu
fenomena tertentu khususnya dalam penelitian ini menyangkut business

judgement rule.” Analisis adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu

¥ Sumadi Suryabrata, Metodolodi Penelitian (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006),
hlm.18.

4 Moh. Nazir, Metode penelitian ( Jakarta: Galia Indonesia, 1988), hal. 68.
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pengetahuan yang ilmiah dengan mengadakan perincian dengan obyek yang
sedang diteliti dengan jalan memilah-milah antara pengertian suatu dengan
pengertian lainnya untuk sekedar memperoleh kejelasan mengenai obyek yang

sedang diteliti.

3. Pengumpulan data
Karena penelitian ini adalah kajian pustaka, maka sumber datanya adalah
karya-karya baik berupa buku maupun artikel yang membahas masalah ini atau di
sebut dengan data utama (primer). Seperti bukunya Gunawan Widjaja mengenai
Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan dan Munir Fuadi mengenai
Doktrin-Doktrin Dalam Corporate Law, Umer Chapra mengenai Alquran Menuju
Sistem Moneter Yang Adil dan Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas serta buku-buku lainnya yang memiliki keterkaitan
pembahasan dengan pokok masalah yang sedang di teliti. Sedangkan sumber
sekundernya adalah tulisan-tulisan artikel yang membahas masalah prinsip
judgement rule, hukum Islam dan buku-buku lainnya yang representative dengan
obyek yang sedang diteliti.
4. Analisis data
Data yang dikumpulkan kemudian akan dianalisis dengan cara kualitatif
dengan menggunakan instrument deduktif. Deduktif artinya langkah analisis dari
hal-hal yang sifatnya umum ke hal-hal yang bersifat husus. Dengan instrument ini
diuraikan pandangan para peneliti sebelumnya mengenai prinsip business

Jjudgement rule, kemudian menguraikan beberapa pandangan lainnya yang masih
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berhubungan dengan obyek pembahasan sehingga dapat menjelaskan pokok
masalah yang sedang diteliti. Dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan dan
dilakukan komparasi dengan hukum Islam apakah sesuai dengan hukum Islam
atau tidak.
5. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis, artinya mengkaji secara
hukum apakah prinsip ini memilki dampak positif di kalangan korporasi
khususnya kepercayaan para stakeholder, kemudian bagaimana pandangan hukum
Islam sendiri apakah sesuai dengan kaidah hukum Islam serta apakah sesuai
dengan asas-asas yang berlaku dalam hukum Islam sehingga dapat menyimpulkan
dengan jelas sejalan atau tidaknya prinsip business judgement rule dengan hukum

Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Sebagai upaya untuk menjaga keutuhan pembahasan dalam skripsi ini
supaya terarah dan tersusun dengan baik dan benar, maka penyusun menggunakan
sistematika pembahsan. Dalam pembahasan ini, penyususn membegi pembahasan
pemasalahan dalam beberapa bab. Hal ini dilakukan supaya mempermudah dalam

pembahsan, adapun penjelasan pembahasan tiap babnya sebagai berikut :
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Bab pertama, merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang
masalah yang dijadikan sebagai dasar dalam perumusan pokok masalah, pokok
masalah dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian. Telaah pustaka
sebagai tinjauan ulang atas karya-karya yang sudah ada yang berhubungan dengan
skripsi ini yang menjelaskan bahwa sekripsi ini belum ada yang membahas
sebelumnya.serta sistematika pembahasan yang menjelaskan bagaimana
pembahsan yang digunakan dalam penulisan sekripsi.

Bab kedua, membahas tentang Perseroan Terbatas dalam pandangan
hukum Islam yang mencakup pembahasan tentang kesamaan PT delam Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2007 denan syirkah dalam fikih Islam. Dalam bab dua
ini juga di bahas mengenai bentuk PT dalam hukum Islam.

Bab tiga, membahas gambaran umum business judgement rule yang
didalamnya membehas tentang pengertian business judgement rule, perbedaan
busienss judgement rule dengan doktrin lainnya dan implikasi business judgement
rule dalam Perseroan Terbatas.

Bab empat , membahas analisis pandangan hukum Islam terhadap
business judgement rule dengan menggunakan kerangka teoritik yang telah
dipaparkan pada bab pertama. Dalam bab ini dibahas Perseroan Terbatas dalam
hukum Islam, konsep tanggung jawab dalam Islam dan business judgement rule
dalam hukum Islam yaitu memaparkan apakah business judgement rule
diperbolehkan atau tidak dalam Islam.

Bab kelima, membahas penutup yang didalamnya meliputi kesimpulan

yang merupakan jawaban atas pokok masalah sebagaimana telah dirumuskan pada
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bab pertama dan saran yang menjadi sarana kegelisahan penyususn selama

melakukan penelitian.



BABYV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Business judgement rule adalah sebuah doktrin yang melindungi
kepentingan anggota Direksi dari pertanggungjawaban diambilnya
keputusan bisnis (business judgement) tertentu yang mengakibatkan
kerugian bagi Perseroan. Dalam penerapannya, business judgement rule
tertuang dalam dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas Pasal 97 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5).

2. Secara subtansial business judgement rule tidak memiliki perbedaan yang
signifikan dengan doktrin-doktrin lainnya, justru pada dasarnya business
Jjudgement rule sejalan dengan doktrin-doktrin tersebut. Akan tetapi secara
fungsional business judgement rule berbeda dengan doktrin lainnya. Di
antara perbedaan business judgement rule dengan doktrin-doktrin lainnya
tersebut adalah,

a. Doktrin business judgement rule secara fungsional hanya berlaku pada
Direksi.
b. Doktrin fiduciary duty secara fungsional berlaku pada Direksi dan

Dewan Komisaris.

82
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c. Doktrin wultra vires secara fungsional berlaku pada PT secara

keseluruhan, artinya semua organ dalam Perseroan terlibat dalam

doktrin ini.

d. Doktrin gugatan derivatif secara fungsional berlaku pada semua organ

khususnya Pemegang Saham yang merasa dirugikan oleh PT.

e. Doktrin piercing the corporate veil doktin ini berlaku pada Perseroan

s€cara umum.

f. Doktrin self dealing merupakan doktrin yang berlaku pada Direksi dan

Perseroan.

g. Doktrin corporate opportunity merupakan doktrin yang berlaku pada

semua organ Perseroan.
Melihat dari implikasi yang dan subtansi business judgement rule, pada
dasarnya memilki implikasi yang positif aterhadap Perseroan Terbatas.
Salah satunya adalah terciptanya GCG dalam pengelolaan perusahaan
yang baik. Akan tetapi ketentuan dalam doktrin business judgement rule
sangat bertentangan dengan Hukum Islam yang menganut asas semua
manusia bertanggung jawab atas semua perbuatannya. Sehingga dapat
disimpulkan bahwa business judgement rule secara tidak sesuai dengan

hokum Islam.
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B. Saran

1. Masalah business judgement rule merupkan permsalahan yang menarik
untuk di kaji terutama manyangkut relevansinya dengan penerapan
Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007. Oleh karena itu perlu adanya
penelitian dan pembahsan yang lebih lanjut menyangkut masalah tersebut.

2. Penulisan sekripsi ini masih belum madai untuk dijadikan sebgai rujukan,
yang dikarenakan berbagai faktor. Oleh karena itu, untuk generasi yang
selanjutnya agar lebih detai menggali permaslahan business judgement
rule terutama imlikasinya terhadap perseroan masa kini. Disamping itu,
pembahsan mendalam mengenai PT dalam ekonomi Islam menjadi standar
hukum untuk mempertimbangkan apakah business judgement rule tersebut

masih relevan atau tidak saat ini dalam hukum Islam.
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